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LAPORAN SINGKAT 
 

RAPAT  KOMISI IX DPR RI 
(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas  
Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) 

 

 
Tahun Sidang : 2019-2020 
Masa Persidangan : III 
Rapat ke : 6 
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara virtual  
Dengan  : 1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKBN);  
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat 

Kementerian Kesehatan RI. 
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Selasa,  21 April 2020 
Pukul : 11.00 WIB – selesai 
Acara         : 1. Penjelasan Kepala BKKBN tentang imbas Pandemi 

Covid-19 terhadap Program Keluarga Berencana dan 
Pendataan Keluarga; 

2. Penjelasan Kepala BKKBN terkait upaya dukungan 
dalam penanganan Covid-19; 

3. Penjelasan Dirjen Kesehatan Masyarakat 
Kementerian Kesehatan RI tentang imbas Pandemi 
Covid-19 terhadap Program Kesehatan Ibu dan Anak. 

Ketua Rapat : Dra. Sri Rahayu /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. 
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX 

DPR RI 
Tempat
                                   

: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I  
Gedung Nusantara I 
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 

Peserta Rapat 
Virtual/Hadir  
 
 
 
 
 
 

: A. 42 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; 
B. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) : dr. Hasto Wardoyo, 
Sp.OG(K) beserta jajaran;  

C. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat 
Kementerian Kesehatan RI : dr. Kirana Pritasari, 
MQIH. beserta jajaran;  
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I. PENDAHULUAN 
 

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta  Direktur Jenderal  Kesehatan 
Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, dibuka pukul 11.15 WIB., dilaksanakan 
secara virtual dan pesertanya telah kuorum, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 
251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum 
dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 
 

II.   KESIMPULAN 
 

1. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI dan Direktorat Jenderal Kesehatan 
Masyarakat Kementerian Kesehatan RI untuk bersinergi melakukan berbagai 
terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan program/kegiatan kesehatan ibu dan 
anak serta program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga (KKBPK) selama masa pandemi COVID-19, sehingga target nasional 
terkait program KB, kesehatan ibu dan anak, termasuk penurunan angka 
stunting, dapat tetap tercapai.  
 

2. Komisi IX DPR RI meminta Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 
Kementerian Kesehatan RI mendukung adanya refocusing anggaran untuk 
pelaksanaan suplementasi gizi yang lebih konkrit dan masif bagi ibu hamil dan 
ibu melahirkan, balita, anak usia sekolah, remaja dan orang lanjut usia pada 
masa pandemi COVID-19. 
 

3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI dan Direktorat Jenderal Kesehatan 
Masyarakat Kementerian Kesehatan RI memenuhi kebutuhan Alat Pelindung 
Diri (APD) bagi seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan dan PKB/PLKB yang 
memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan KB.  
 

4. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI mengusulkan ke Kementerian 
Keuangan RI untuk memberikan insentif bagi PKB/PLKB non-ASN selama masa 
pandemi COVID-19. 
 

5. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN RI dan Direktorat Jenderal Kesehatan 
Masyarakat Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah untuk memberdayakan posyandu, PKB/PLKB dan kader Keluarga 
Berencana dalam penanganan COVID-19.  
 

6. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI melakukan realokasi dan refocussing 
anggaran guna peningkatan kegiatan bakti sosial untuk masyarakat selama 
masa pandemi COVID-19 dengan melibatkan mitra kerja. 
 

7. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN RI dan Direktorat Jenderal Kementerian 
Kesehatan RI memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota pada RDP 
hari ini, paling lambat hari Selasa, 28 April 2020.  
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III. PENUTUP  

Rapat ditutup pukul   17.55 WIB. 
 
 

Jakarta,  21 April 2020  
 

KETUA RAPAT/ 
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI, 

 
Ttd.  

 
 

DRA. SRI RAHAYU 
A-217 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


